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Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat jasmani 
dan rohani, beserta rahmat dan hidayah-Nya kepada praktikan sehingga 
praktikan dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Praktik Kerja Lapangan 
(PKL) ini. Praktik Kerja Lapangan merupakan salah satu matakuliah wajib 
yang ditempuh oleh praktikan di Program Diploma III Akuntansi Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
Laporan Praktik Kerja Lapangan ini disusun sebagai bukti hasil 
melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang telah 
dilaksanakan selama 40 hari masa kerja pada Pengadilan Pajak. 
Penyusunan laporan PKL ini merupakan salah satu syarat guna 
mendapatkan gelar Ahli Madya. 
Selama melakukan Praktik dan penyusunan laporan PKL ini tidak 
terlepas dari dukungan dan bimbingan banyak pihak yang telah memberikan 
masukan-masukan kepada praktikan. Oleh karena itu, praktikan 
mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Kedua orang tua dan keluarga besar yang telah memberikan doa dan 
dukungan moril maupun materil; 
2. Dr. Etty Gurendrawati, SE, MSi, Ak, selaku Ketua Program Studi D III 
Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta; 
3. Yunika Murdayanti, SE., M.Si., M.Ak., selaku dosen pembimbing yang 
telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan membantu praktikan 
dalam penulisan laporan PKL; 
4. Seluruh dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) yang telah banyak 
membantu dan memberikan ilmu yang bermanfaat selama praktikan 
duduk dibangku perkuliahan; 
5. Ibu Esti Cahya Inteni selaku Sekretaris Pengganti yang telah 
mengizinkan praktikan untuk melakukan Praktik Kerja Lapangan. 
6. Ibu Sri Widiastuti selaku pembimbing praktikan di tempat PKL dan rekan-
rekan di Majelis 11B yang telah membantu praktikan selama PKL. 
7. Rekan-rekan mahasiswa D3 Akuntansi  dan semua pihak yang tidak 
dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan praktikan 
dukungan dan motivasi dalam penulisan laporan ini. 
Praktikan menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari laporan ini, 
baik dari materi maupun teknik penyajiannya, mengingat kurangnya 
pengetahuan dan pengalaman praktikan. Oleh karena itu, kritik dan saran 
yang membangun sangat praktikan harapkan guna terciptanya perbaikan di 
masa mendatang. Semoga laporan PKL ini dapat memberikan manfaat bagi 





bantuan, dorongan dan bimbingan yang telah diberikan itu akan mendapat 




Jakarta, 29 November 2017 
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BAB I 
 PENDAHULUAN  
A. Latar Belakang PKL   
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat mempengaruhi 
satu sama lain. Apabila suatu Negara ilmu pengetahuannya berkembang maka 
teknologi nya pun ikut berkembang yang nanti nya Negara itu pun mengikuti 
menjadi Negara yang maju. Salah satu cara agar ilmu pengetahuan tersebut 
dapat berkembang adalah dengan cara menimba ilmu. Menimba ilmu hingga 
perguruan tinggi salah satu upaya yang dapat dilakukan. Saat ini banyak orang 
yang menimba ilmu hingga perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Tiap 
tahunnya, perguruan tinggi negeri maupun swasta selalu meluluskan sarjana 
muda yang siap bekerja. 
Perguruan tinggi merupakan wadah atau penampung bagi parasiswa 
yang ingin melanjutkan studinya ke tingkat yang lebih tinggi, harus dapat 
melahirkan mahasiswa yang mampu bersaing disegala bidang keilmuan, 
karena mahasiswalah tolak ukur majunya pendidikan di Indonesia. 
(Fatmanadia, 2012, Konsep Perguruan Tinggi , 
https://fatmanadia.wordpress.com/2012/09/02/konsep-perguruan-tinggi/ , 





Perguruan tinggi bukanlah sekedar lembaga pendidikan saja, 
melainkan juga sebagai lembaga yang menjembatani antara mahasiswa (anak 
didik) dengan masyarakat sekitar, agar ilmu yang didapatkan di perguruan 
tinggi bisa bermanfaat tak hanya bagi mereka sendiri, tetapi juga bermanfaat 
bagi orang lain.  
Salah satu program yang ada didalam perguruan tinggi adalah Praktek 
Kerja Lapangan (PKL) yang merupakan sebuah tempat bagi mahasiswa untuk 
dapat menerapkan teori-teori yang diterima saat proses pembelajaran dibangku 
kuliah kedalam dunia kerja yang sebenarnya. (FE-UNJ. (2014). Pedoman 
Praktik Kerja Lapangan Jakarta. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 
Jakarta.) 
Dalam menghadapi era globalisasi mahasiswa dituntut dapat bersaing 
dan mampu mempersiapkan diri untuk membangun perekonomian dan 
mengelola sumber daya yang dimiliki oleh Negara agar dapat meningkatkan 
kesejahteraan dan kualitas hidup yang lebih baik. Dengan keterampilan yang 
diberikan kepada mahasiswa selama PKL untuk terjun langsung kedalam dunia 
kerja yang sebenarnya diharapkan dapat mengembangkan potensi diri yang 
dimiliki serta memiliki keterampilan, keahlian, tambahan wawasan dan 
pengetahuan serta disiplin kerja yang tinggi sehingga menjadi tenaga kerja 





Selain itu, praktik kerja lapangan ini dilaksanakan dalam rangka 
menyelesaikan tugas di Universitas Negeri Jakarta dalam penyusunan laporan 
PKL, yang disusul dengan penyelesaian tugas akhir penyusunan karya 
ilmiah sebagai syarat kelulusan program studi DIII Akuntansi Fakultas 
Ekonomi,Universitas Negeri Jakarta. 
B. Maksud dan Tujuan PKL 
Bahwa maksud dan tujuan praktikan dalam melaksanakan PKL sebagai berikut 
Maksud dari PKL ini, adalah: 
1. Untuk menyelesaikan mata kuliah PKL dan persyaratan kelulusan program 
D III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
2. Memberikan gambaran umum dan pengalaman baru bagi mahasiswa 
mengenai dunia kerja secara nyata. 
3. Meningkatkan kedisiplinan, tanggung jawab dan keterampilan mahasiswa. 
Tujuan dari PKL ini, adalah: 
1. Memberikan manfaat dalam menerapkan teori-teori yang telah di dapatkan 
selama menjadi mahasiswa. 
2. Meningkatkan sikap tanggung jawab mahasiswa agar siap memasuki dunia 
kerja. 






C. Kegunaan PKL 
PKL mempunyai manfafat yang sangat besar bagi mahasiswa, perusahaan, 
dan perguruan tinggi. Adapun kegunaan PKL tersebut antara lain: 
1. Bagi Mahasiswa (Praktikan) 
a. Meningkatkan kemampuan komunikasi dan cara bagaimana 
beradaptasi. 
b. Dapat mengembangkan ilmu dan kemampuan yang sudah 
didapatkan. 
c. Melatih praktikan bagaimana cara kerja secara langsung di 
lapangan. 
2. Bagi Universitas Negeri Jakarta 
a. Menjalin hubungan baik antara Universitas Negeri Jakarta dengan 
instansi yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk PKL. 
b. Meningkatkan kualitas lulusan dari Fakultas Ekonomi dengan 
adanya PKL. 
c. Menambah evaluasi program pendidikan yang dibutuhkan di 
lapangan kerja. 
3. Bagi Pengadilan Pajak 
a. Menjalin hubungan baik dengan Universitas Negeri Jakarta. 






c. Mendapatkan kritikan yang membangun dari mahasiswa yang 
sedang PKL. 
D. Tempat PKL 
Praktikan melaksanakan PKL di salah satu instansi pemerintah yang 
bergerak di bidang keuangan  dalam mengadili sengketa pajak dan 
ditempatkan pada  
Nama perusahaan : Pengadilan Pajak 
Alamat  : Jl. Hayam Wuruk Nomor 7 Jakarta Pusat 10720 
Telepon  : (021) 29806333 
Fax   : (021) 29806334 
Website  : www.setpp.depkeu.go.id 
Tempat  : Bagian Majelis XIb 
Praktikan memilih Pengadilan Pajak sebagai tempat praktikan 
melaksanakan PKL karena sesuai dengan bidang perkuliahan yang sedang 








E. Jadwal Waktu PKL 
Selama melaksanakan PKL, praktikan melalui beberapa tahapan yang 
harus dilalui. Berikut ini merupakan tahapan-tahapan yang dilalui oleh 
praktikan, yaitu: 
1. Tahap Persiapan 
Sebelum melaksanakan PKL, praktikan mengurus surat permohonan 
pelaksanaan PKL di Biro Administrasi Akademik dan Keuangan (BAAK) 
yang ditujukan  ke Pengadilan Pajak. Setelah surat permohonan selesai 
dibuat oleh BAAK. Kemudian praktikan mengirimkan surat melalui JNE 
ke bagian kepegawaian Pengadilan Pajak. Setelah itu praktikan mendapat 
panggilan untuk menemui staf di bagian kepegawaian. Selanjutnya pada 
tanggal 10 Juli 2017 praktikan sudah mulai PKL di Pengadilan Pajak. 
2. Tahap Pelaksanaan 
Praktikan melaksanakan PKL di Pengadilan Pajak dimulai pada 
tanggal 10 Juli 2017 sampai dengan 01 September 2017 yang 
dilaksanakan setiap hari kerja. Senin-Jumat pukul 07.30 s/d pukul 17.00 
WIB dengan waktu istirahat pada puku 12.00-1300 WIB. Pelaksanaan 
Praktik Kerja Lapangan tersebut dilakukan selama 40 hari masa kerja 
sampai dengan tanggal 1 September 2017. Dalam pelaksanaan Praktik 
Kerja Lapangan di Pengadilan Pajak, praktikan harus menggunakan 





dan rabu memakai pakaian putih, selasa dan jumat memakai pakaian batik, 
hari kamis pakaian bebas, dengan memakai celana ataupun rok bahan 
sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. 
3. Tahap Pelaporan 
Praktikan menyusun laporan PKL berdasarkan apa yang telah 
praktikan kerjakan selama melaksanakan PKL di Pengadilan Pajak. 
Penyusunan  laporan PKL ini merupakan salah satu syarat kelulusan 
Program Studi D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 
Jakarta. Praktikan  mempersiapkan laporan PKL dimulai sejak bulan 
November 2017 dan selesai dibulan Desember 2017. Pada penulisan 
laporan PKL ini. Praktikan banyak dibantu oleh dosen pembimbing yang 
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BAB II 
TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 
A. Sejarah Pengadilan Pajak 
Sejarah peradilan pajak di Indonesia diawali dengan didirikannya Institusi 
Pertimbangan Pajak (IPP)  pada tahun 1915 berdasarkan Stbl (staatsblad) Nomor 707 
yang berkedudukan di Jakarta. Tujuan dari institusi ini adalah  untuk memberikan 
sarana atau wadah bagi wajib pajak dalam mempertahankan  hak-hak dan mendapat 
perlindungan di pengadilan bidang pajak . 
 Pada saat negeri ini memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1945, lembaga 
ini tetap menjadi satu-satunya tempat untuk menangani sengketa pajak antara Wajib 
Pajak sebagai subyek yang dikenai kewajiban untuk membayar pajak kepada Negara 
dan Pemerintah sebagai pelaksana pemungutan  pajak. 
 Pada tahun 1950 badan ini berganti nama menjadi Majelis Pertimbangan pajak 
(MPP). (MPP) bertugas memberi keputusan atas surat permohonan banding tentang 
Pajak-pajak Negara dan Pajak-pajak Daerah. Setelah melewati masa yang panjang, 
MPP dianggap sudah tidak relevan lagi sebagai tempat untuk menyelesaikan sengketa 






 Pada tahun 1997 dibentuk Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) 
berdasarkan Undang-Undang Nornor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian 
Sengketa Pajak yang disahkan pada tanggal 23 Mei 1997 dan berlaku efektif sejak 1 
Januari 1998, BPSP bukan saja menggantikan kedudukan MPP yang berperan 
menjalankan fungsi Badan Peradilan, melainkan juga menggantikan Lembaga 
pertimbangan Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 
10 Tahun 1985 tentang kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1985 
tentang cukai.  
Dengan demikian BPSP adalah suatu badan peradilan yang cakupannya lebih 
luas dan komprehensif dari pada sebelumnya. Tujuannya adalah untuk memberikan 
putusan hakim atas sengketa pajak dengan proses yang sederhana, cepat dan murah. 
Kinerja BPSP dinilai cukup baik. Setidaknya sekitar 5820 perkara warisan MPP dapat 
diselesaikan oleh oleh BPSP dalam kurun waktu 3 tahun dan perkara yang masuk 
dalam era BPSP juga dapat diselesaikan dengan cepat.  
Namun banyaknya keinginan berbagai pihak untuk menyelesaikan sengketa 
pajak lewat pengadilan bukan hanya melalui sebuah badan yang bersifat final 
sebagaimana BPSP selama ini, akhirnya dibentuk Pengadilan Pajak sebagai pengganti 
BPSP berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 yang disahkan pada 





 Pengadilan Pajak ini diharapkan dapat memberikan keadilan dan kepastian 
hukum dalam penyelesaian sengketa pajak yang sesuai dengan sistem kekuasaan 
kehakiman di Indonesia. Putusan dari Pengadilan Pajak ini dapat diajukan 
permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Pengadilan Pajak 
sebagai lembaga peradilan pembinaan teknis peradilannya dilakukan oleh Mahkamah 
Agung, sedangkan sebagai salah satu instansi pemerintah yang mengemban tugas 
pelayanan publik, pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangannya dilakukan 
oleh Departemen  keuangan. 
 Berdasarkan Undang-Undang pasal 3 nomor 14 tahun 2002 tentang 
Pengadilan Pajak menyatakan bahwa Pengadilan Pajak berkedudukan di ibu kota 
yaitu Jakarta. Sejak berdirinya Pengadilan Pajak hingga akhir tahun 2014, Pengadilan 
Pajak bertempat di gedung sutigno slamet jl. Dokter wahidin raya Jakarta Pusat, yang 
selanjutnya mengalami perpindahan alamat ke Jalan Hayam Wuruk nomor 7 Jakarta 
Pusat. Gedung yang ditempati oleh Pengadilan Pajak saat ini merupakan gedung yang 
dipinjamkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang 
bekerjasama dengan biro umum Sekretariat Jendral Keuangan. 
Pemerintah ingin memindahkan sebagian tempat bersidang Pengadilan Pajak 
yang selama ini hanya berada di Jakarta ke 5 kota besar di Indonesia. Kelima kota itu 
adalah Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Medan, dan Makassar. Tempat bersidang 
Pengadilan Pajak rencananya akan mengambil lokasi di Gedung Keuangan Negara 





Pemilihan kelima kota tersebut didasarkan pada perhitungan dan proyeksi 
jumlah sengketa pajak di masing-masing daerah berdasarkan data dari Bagian 
Administrasi Sengketa Pajak II, Sekretariat Pengadilan Pajak. Namun dari 5 kota 
tersebut, Pengadilan Pajak baru hadir di Yogyakarta pada 7 Juni 2012. 
Visi dan Misi Pengadilan Pajak 
1. Visi Pengadilan Pajak: 
Menjadi Penggerak utama penyempurnaan berkelanjutan  menuju  
terwujudnya visi Kementrian Keuangan. 
2. Misi Pengadilan Pajak: 
a. Menyediakan saran-saran strategis yang berwawasan ke depan; 
b. Menjadi penggerak kesempurnaan dalam budaya kinerja; 
c. Menyediakan sumber daya manusia terbaik di kelasnya; 
d. Membangun system informasi manajemen yang terintegrasi sempurna; 
dan  
e. menyediakan layanan sentra korporat yang efisien. 
3. Prestasi – prestasi yang pernah diraih 
a. peringkat ke 3 survey integritas sektor publik yang di adakan oleh KPK 
pada tahun 2014 







B. Struktur Organisasi  
Struktur organisasi merupakan salah satu kelengkapan penting bagi suatu 
perusahaan dimana didalamnya menggambarkan tingkat tanggungjawab, 
wewenang dari pemisahan fungsi. Struktur organisasi ini penting karena akan 
memudahkan pembagian tugas sesuai dengan bidang masing-masing. 
Sekretariat Pengadilan Pajak dibawah pimpinan Sekretariat Jendral di 
Kementrian Keuangan yang dipimpin oleh seorang Sekretaris. Sekretariat 
Pengadilan Pajak memiliki 18 Majelis dan mempunyai tugas yang sama yaitu 
menyelesaikan sengketa pajak. Struktur organisasi pada Sekretariat Pengadilan 
Pajak dapat dijelaskan sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Menteri 
Keuangan Republik Indonesia Nomor 206.1 /PMK.01 /2014 tentang Organisasi 
Dan Tata Kerja Sekretariat Pengadilan Pajak, terdiri dari: (a) Sekretaris; (b) 
Wakil Sekretaris; (c) Bagian Umum; (d) Bagian Administrasi Sengketa Pajak; (e) 
Bagian Administrasi Putusan Dan Monitoring; (f) Bagian Administrasi 
Peninjauan Kembali dan Dokumentasi; (g) Bagian Teknologi Informasi dan 
Komunikasi; (h) Sekretaris Pengganti; dan (i) Kelompok Jabatan Fungsional. 
(lihat Lampiran 7) 
Penjelasan mengenai tugas setiap bagian dijelaskan dalam Keputusan 
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 558 /KM.1/2015 Tentang Uraian 





1. Sekretaris dan wakil sekretaris  mempunyai tugas: 
a. Menetapkan rencana kerja Sekretariat Pengadilan Pajak sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. 
b. Mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan sengketa pajak dalam rangka 
persiapan sidang sengketa pajak. 
c. Mengkoordinasikan pengadministrasian hasil persidangan sengketa pajak. 
d. Mengkoordinasi pelaksanaan resume putusan dan usulan Yurisprudensi. 
e. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pembinaan dibidang 
kepegawaian di lingkungan Sekretariat Pengadilan Pajak. 
f. Membina para pejabat dan pegawai bawahan di lingkungan Sekretariat 
Pengadilan Pajak untuk meningkatkan motivasi dan prestasi kerja. 
g. Mengkoordinasi penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat 
Pengadilan Pajak untuk meningkatkan motivasi dan prestasi kerja. 
2. Bagian umum mempunyai tugas: 
a. pengelolaan dan administrasi kepegawaian,  
b. perencanaan dan pengelolaan keuangan. 
c. melaksanakan tata usaha dan kearsipan kesekretariatan,  
d. mengelola perlengkapan dan rumah tangga. 
3. Bagian Administrasi Sengketa Pajak mempunyai tugas : 
a. Melaksanakan pelayanan di bidang administrasi berkas banding 
dan/atau gugatan. 





4. Bagian Administrasi Putusan dan Monitoring mempunyai tugas:  
a. Melaksanakan administrasi putusan sengketa pajak,  
b. pelayanan persidangan,  
c. monitoring. 
5. Bagian Administrasi Peninjauan Kembali dan Dokumentasi mempunyai 
tugas: 
a. melaksanakan pelayanan di bidang administrasi Peninjauan Kembali,  
b. dokumentasi berkas putusan dan kepustakaan,  
c. administrasi yurisprudensi dan/atau pengelolaan risalah putusan. 
6. Bagian Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas: 
a. Pengelolaan perencanaan dan pengembangan teknologi informasi dan 
komunikasi. 
b. Pengelolaan operasional dan pemeliharaan teknologi informasi dan 
komunikasi. 
c. Melaksanakan pelayanan informasi dan publikasi. 
7. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas: 
melaksanakan kegiatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. 
8. Sekretaris Pengganti dan pembantu sekretaris mempunyai tugas kepaniteraan 
yang terdiri dari: 
a. penelitian/telaahan, koordinasi, dan pelaporan tugas-tugas 





b. pelaksanaan persidangan,  
c. administrasi penyelesaian putusan sengketa pajak, dan monitoring 
d. penanganan/penyelesaian sengketa pajak. 
C. Kegiatan Umum Pengadilan Pajak 
Pengadilan Pajak merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam 
memeriksa dan memutus Sengketa Pajak. Sebagai lembaga peradilan perpajakan, 
Sekretariat Pengadilan Pajak memiliki tugas dan wewenang  untuk memeriksa dan 
memutus Sengketa Pajak.  
Sengketa yang timbul di bidang perpajakan antara wajib pajak dengan 
pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat 
diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan pajak. Selain itu Pengadilan 
Pajak juga berwenang mengawasi Kuasa Hukum yang memberi bantuan hukum 
kepada pihak-pihak yang bersengketa dalam sidang-sidang di Pengadilan Pajak. 
Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi 
pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada 
seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. 
Sekretariat Pengadilan Pajak menjalankan fungsi-fungsi sebagai berikut: 
a. Penyiapan program kerja dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi di 
bidang tata usaha kepegawaian, keuangan, dan rumah tangga; 





c. Penghimpunan dan pengklasifikasian putusan Pengadilan Pajak dan 
penyelenggaraan perpustakaan; 
d. Pelayanan administrasi peninjauan kembali putusan Pengadilan Pajak; 
e. Pelayanan administrasi yurisprudensi putusan Pengadilan Pajak; 
f. Pengolahan data dan pelayanan informasi; 
g. Pelayanan administrasi persiapan persidangan; 
h. Pelayanan administrasi persidangan; 














PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
A. Bidang Kerja 
Praktikan  melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Pengadilan 
Pajak yang berlangsung selama 8 minggu, oleh bagian kepegawaian praktikan 
ditempatkan dibagian Majelis 11B. 
Pada saat praktikan melaksanakan PKL di Pengadilan Pajak  sedang 
menyusun laporan Sengketa Pajak. Sengketa Pajak sendiri adalah sengketa 
yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau  penanggung 
Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya 
keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan 
Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk 
gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan undang-undang Penagihan 
Pajak dengan Surat Paksa. (Pasal 1 Angka 5 UU Nomor 14 Tahun 2002 
Tentang Pengadilan Pajak).  
Kantor Pengadilan Pajak adalah  kelanjutan dari Badan Penyelesaian 






Di dalam Majelis 11 terdapat tiga orang Majelis hakim, dua orang 
sekretaris pengganti, tiga orang pembantu sekretaris dan enam orang staf yang 
membantu dalam menyelesaikan masalah sengketa pajak. 
Adapun tugas yang dilakukan oleh praktikan selama melakukan PKL di 
instansi tersebut sebagai berikut: 
1. Menghitung pokok sengketa 
2. Mengikuti Persidangan 
3. Mengirimkan Hasil Persidangan 
4. Menginput Data Menggunakan Quick Win 
B. Pelaksanaan PKL 
Untuk memahami bidang kerja yang dijalankan oleh Pengadilan Pajak, 
praktikan terlebih dahulu diberikan wawasan dan pengetahuan mengenai 
Pengadilan Pajak oleh bagian kepegawaian. 
Dalam melaksanakan PKL di Pengadilan Pajak praktikan harus 
memiliki pemahaman dan keterampilan dalam melaksanakan tugas-tugas yang 
diberikan selama PKL. Praktikan mengerjakan beberapa tugas selama 
melaksanakan PKL di Pengadilan Pajak. Praktikan ditempatkan di Bagian 
Majelis 11B yang dimulai tanggal 10 Juli 2017 dan berakhir tanggal 1 
September 2017. 
Pada hari pertama praktikan menemui staf di bagian kepegawain untuk 
lapor diri, selanjutnya praktikan diantarkan menuju ruangan bagian Majelis 





bagian Majelis 11B  Pengadilan Pajak. Setelah  itu praktikan diberikan 
pengarahan mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku, selanjutnya 
praktikan diberi bimbingan awal sebelum mengerjakan tugas-tugas yang 
diberikan oleh pembimbing. 
Berikut tugas-tugas yang diberikan kepada praktikan selama PKL di 
Pengadilan Pajak. 
1.  Menghitung pokok sengketa 
Sebelum persidangan dilaksanakan praktikan diminta oleh pembimbing 
untuk menghitung pokok sengketa yang ada di dalam risalah sengketa 
banding. Risalah sengketa banding merupakan laporan yang menjadi acuan 
atau rujukan hakim dalam persidangan atas nilai yang menjadi sengketa. 
Selain risalah sengketa banding adapula surat uraian banding adalah 
surat terbanding kepada Pengadilan Pajak yang berisi jawaban atas alasan 
banding yang diajukan oleh Pemohon Banding, dan surat bantahan adalah 
surat dari Pemohon Banding kepada Pengadilan Pajak yang berisi bantahan 
atas surat uraian banding.  
1) Langkah pertama yang praktikan lakukan dalam menghitung pokok 
sengketa di Pengadilan Pajak yaitu praktikan mempersiapkan personal 
computer. 
2) Lalu praktikan membuka penghasilan netto yang berada didalam surat 






Tabel 1.1. Penghasilan netto surat uraian banding 
 
Table 1.2  Penghasilan netto surat bantahan 
 
3) Setelah membuka penghasilan netto yang ada didalam surat bantahan dan 
surat uraian banding praktikan memasukkan penghasilan netto tersebut 






”bahwa Majelis telah menghimpun data untuk menganalisa perkembangan 
nilai sengketa mengenai besarnya objek pajak, sebagai berikut: 
bahwa menurut pendapat Majelis, Terbanding menggunakan nilai 
Penghasilan Neto Tahun Pajak 2013 sebesar Rp8.577.307.573,00,00 
sebagai dasar untuk menerbitkan ketetapan semula, sedangkan Pemohon 
Banding melaporkan dalam SPT nilai Penghasilan Neto Tahun Pajak 2013 
sebesar (Rp6.317.922.749,00), sehingga selisih Penghasilan Neto sebelum 
keberatan adalah sebesar Rp14.895.230.322”.  
4) Praktikan mulai menghitung penghasilan netto yang ada di surat uraian 
banding dan surat bantahan dengan menggunakan Microsoft excel yang 
nantinya menjadi dasar acuan hakim didalam persidangan. Cara 
perhitungan nya: 
Penghasilan netto SUB  Rp8.557.307.573 
Penghasilan netto SB  Rp6.317.922.749 
Selisih penghasilan netto  Rp14.895.230.322 
5) Ketika perhitungan selisih penghasilan netto telah selesai dihitung 
kemudian dimasukkan kedalam risalah sengketa banding. (lihat lampiran 
8) 
6) Setelah selesai, praktikan memberikan hasil pekerjaan yang telah 







2. Mengikuti Persidangan 
Praktikan melaksanakan praktik kerja lapangan di Pengadilan Pajak yang  
ditempatkan pada bagian Majelis 11B dengan jadwal hari sidang normal 
(harsinom) Rabu. 
Selama persidangan praktikan diberi tugas untuk mempersiapkan berkas-
berkas yang akan digunakan untuk sidang. Praktikan membawa berkas dari 
ruang majelis menuju ruang sidang. Kemudian praktikan mengecek Pemohon 
Banding yang datang apakah telah sesuai dengan surat rencana umum sidang. 
Adapun tata cara dalam pelaksanaan persidangan sebagai berikut:  
1. Mempersiapkan berkas di ruang kerja yang kemudian dibawa dan di susun 
di dalam ruang persidangan.   
2. Kemudian panitera memasuki ruang sidang dan mempersiapkan 
pelaksanaan persidangan. 
3. Ketika persidangan akan dimulai praktikan memanggil pihak yang 
bersengketa (Pemohon Banding dan Terbanding) urutan pertama untuk 
memasuki ruang sidang dan mempersilahkan pihak yang bersengketa 
urutan dua untuk menunggu di ruang tunggu yang telah disediakan. Sesuai 
dengan surat rencana umum sidang (RUS). (lihat lampiran 9) 
4. Apabila panitera dan pihak yang bersengketa telah berada diruangan 






5. Ketika Majelis hakim memasuki ruangan sidang, panitera akan 
mempersilahkan hadirin untuk berdiri. Setelah Majelis hakim mengambil 
tempat, panitera mempersilahkan hadirin untuk kembali duduk dan 
memulai persidangan yang akan dibuka oleh hakim ketua.  
6. Didalam persidangan apabila hakim membutuhkan waktu untuk 
penundaan sementara atau skors hakim akan mengetuk palu satu kali dan 
hadirin dapat meninggalkan ruangan. 
7. Pada saat persidangan akan dilanjutkan kembali sesuai waktu yang telah 
ditentukan sebelumnya, hadirin dapat langsung menempati posisinya dan 
majelis akan mengetuk palu satu kali untuk mencabut skors dan 
melanjutkan persidangan. 
8. Setelah pihak yang bersengketa urutan pertama selesai praktikan 
memanggil pihak yang bersengketa urutan kedua untuk memasuki ruang 
persidangan, begitu pun hingga pihak yang bersengketa urutan terakhir.  
9. Apabila sidang berakhir maka Majelis akan menutup persidangan 
kemudian hakim dan pihak yang bersengketa di persilahkan untuk 
meninggalkan ruangan. 
10. Ketika persidangan telah selesai praktikan yang dibantu oleh pembimbing 







3. Mengirimkan Hasil Persidangan 
Hasil dari persidangan ada dua yaitu ditunda dan cukup, apabila hasil 
persidangan ditunda yang berarti sidang tersebut akan dilanjutkan 3 minggu 
kedepan, dan apabila Majelis hakim memutuskan hasil persidangan 
dicukupkan berarti kasus sengketa pokok pada Wajib Pajak tersebut telah 
selesai dan semua berkas yang bersangkutan dengan Wajib Pajak tersebut  
akan dikirim pada bagian administrasi putusan dan monitoring. 
1. Berkas hasil persidangan dengan keputusan Majelis hakim dicukupkan 
akan dipisahkan dengan berkas dengan status berkas ditunda. 
2. Kemudian praktikan bertugas untuk menyusun berkas tersebut dengan 
urutan yang telah diberikan oleh pembimbing dimulai dengan undangan, 
rencana umum sidang, surat pemberitahun sidang, surat tugas kuasa 
hukum, risalah sengketa banding, surat uraian banding, surat bantahan, 
surat-surat tamabahan dari Pemohon Banding dan Terbanding (apabila 
ada), dan berita acara sidang yang berisi pengesahan dari Majelis hakim. 
Apabila semua berkas telah disusun sesuai dengan urutan nya lalu 
dimasukan kedalam map. 
3.  Proses mengurutkan berkas ini disebut dengan membundel. Setelah 
semua berkas rapih selanjutnya berkas tersebut dibawa pada bagian 
administrasi putusan dan monitoring. (lihat lampiran 10) 
4. Pada bagian administrasi putusan dan monitoring akan diperiksa apakah 





hakim, yang nantinya berkas itu akan di kirimkan kepada sekretaris 
pengadilan pajak. 
4. Menginput Data Menggunakan Quick Win 
Praktikan diberikan tugas oleh pembimbing untuk memasukan data hasil 
sidang Terbanding dan Pemohon Banding mengenai hakim, jumlah sidang,  
tanggal sidang, nomor sengketa, dan status berkas dengan menggunakan 
quick win.  
Quick win memberikan layanan demi kepentingan pemenuhan hak-hak 
dasar masyarakat yang memerlukan pelayanan cepat, mudah dan terjangkau. 
Quick Win berguna untuk Terbanding dan Pemohon Banding dalam 
memonitoring jalannya persidangan, dimulai  dari awal rencana persidangan 
hingga akhir persidangan.  
Data yang telah praktikan masukan kedalam quick win akan muncul 
dalam web Pengadilan Pajak sehingga dapat mempermudah Terbanding dan 
Pemohon Banding untuk melihat jadwal sidang. 
1) Pertama praktikan diberi pinjam sebuah personal computer yang berisikan 
software Quick Win. 
2)  Dalam menyelesaikan software Quick Win, praktikan dibantu oleh 
pembimbing untuk memasukkan ID dan password yang pembimbing 
punya. Selain itu praktikan membuka daftar nama kuasa hukum dari 





3) Setelah  software Quick Win terbuka  maka akan muncul daftar seluruh  
Pemohon Banding atau yang biasa disebut master, kemudian praktikan 
membuka nama Pemohon Banding yang akan kita isi datanya. (lihat 
lampiran 11) 
4) Ketika nama Pemohon Banding telah terbuka setelah itu kita cek nomor 
sengketa yang terdapat di Quick Win dengan nomor sengketa yang ada di 
berkas risalah sengketa banding. 
5) Kemudian isi nama kuasa hukum dan nomor surat tugas dari Pemohon 
Banding dan Terbanding yang sudah ada di dalam daftar, mengisi hasil 
persidangan terakhir, dan tanggal sidang berikutnya, hingga semua daftar 
Pemohon Banding terisi. (lihat lampiran 12) 
6) Semua data yang telah dimasukan ke dalam quick win akan masuk ke info 
persidangan didalam web Pengadilan Pajak. 
7) Setelah selesai, praktikan memberikan hasil pekerjaan yang telah 
dilakukan kepada pembimbing untuk di periksa. 
C. Kendala yang Dihadapi 
Selama melaksanakan PKL di Pengadilan Pajak, praktikan tidak terlepas 
dari kendala – kendala yang tentunya sedikit mengganggu kelancaran dalam 
mengerjakan tugas selama PKL. Adapun kendala – kendala yang dihadapi 
oleh praktikan selama PKL sebagai berikut: 
1) Praktikan mengalami kesulitan dalam merapikan dan mengurutkan berkas 





map sehingga praktikan membutuhkan waktu yang lama untuk merapikan 
dan mengurutkan berkas sengketa pajak. 
2) Kurangnya ruangan untuk tempat penyimpanan berkas hasil sidang 
sehingga berkas yang telah selesai menumpuk di dalam ruang kerja 
membuat ruang kerja menjadi sempit. 
3) Praktikan kesulitan dalam mengoprasikan aplikasi Quick Win yang belum 
pernah praktikan gunakan. 
4) Sering terjadinya gangguan internet sehingga membuat praktikan 
membutuhkan waktu yang lama dalam menyelesaikan tugas menginput 
Quick Win yang diberikan oleh pembimbing, terutama setelah waktu 
istiharat. 
D. Cara Mengatasi Kendala 
Dengan berbagai kendala yang dihadapi oleh praktikan, perlu dilakukan 
berbagai cara untuk mengatasi kendala tersebut. Upaya yang dapat dilakukan 
antara lain: 
1. Praktikan harus bekerja dengan cepat dan rapih dalam merapikan dan 
mengurutkan berkas, agar penyelesaian terhadap pekerjaan yang diberikan 
tidak memerlukan waktu yang lama. 
2. Adapun  solusi untuk mengatasi hambatan atau kendala tersebut dapat 
berupa koordinasi yang baik antara bagian umum dengan bagian 






3. Praktikan harus cepat tanggap dalam memahami bagaimana 
mengoprasikan aplikasi, agar pekerjaan dapat terselesaikan dengan cepat. 
4. Praktikan berusaha menyelesaikan tugas yang diberikan oleh pembimbing 
















Praktik kerja lapangan ini dilaksanakan dalam rangka menyelesaikan 
tugas di Universitas Negeri Jakarta dalam penyusunan laporan PKL, yang 
disusul dengan penyelesaian tugas akhir penyusunan karya ilmiah sebagai 
syarat kelulusan program studi DIII Akuntansi Fakultas Ekonomi,Universitas 
Negeri Jakarta. 
Kegiatan Praktik Kerja Lapangan merupakan suatu wadah bagi 
praktikan untuk dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat selama duduk di 
bangku kuliah dan mendapatkan pengalaman bagaimana kondisi dunia kerja 
yang sebenarnya. 
Dalam mengikuti kegiatan Praktik Kerja Lapangan di Pengadilan 
Pajak selama 40 hari kerja atau 2 bulan masa praktik, praktikan mendapatkan 
ilmu yang sangat berharga. Dalam melaksanakan pekerjaan, praktikan dituntut 
untuk lebih disiplin waktu, lebih cepat tanggap, lebih bersikap mandiri dan 
lebih bertanggung jawab melakukan tugas yang diberikan oleh pembimbing. 
Selama PKL di Pengadilan Pajak praktikan dapat mengambil beberapa 
kesimpulan, antara lain : 
1. Praktikan mengetahui cara menghitung pokok sengketa yang nantinya 





2. Praktikan mengikuti persidangan dan mengetahui tata cara persidangan 
yang benar di Pengadilan Pajak. 
3. Praktikan mengetahui cara merapikan dan mengurutkan berkas putusan 
sidang yang setelah itu dikirimkan ke bagian administrasi putusan dan 
monitoring di Pengadilan Pajak. 
4. Praktikan mengetahui cara menggunakan quick win  yang berguna 
untuk memonitoring jalannya persidangan di Pengadilan Pajak. 
B. Saran  
Dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan, praktikan menyadari masih 
terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya sehingga menjadikan 
terhambatnya proses Praktik Kerja Lapangan di Pengadilan Pajak. Situasi 
seperti ini sebaiknya diubah agar tidak menyebabkan kendala yang sama pada 
Praktik Kerja Lapangan yang akan datang. 
1. Bagi Mahasiswa 
a. Mahasiswa yang akan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan 
selanjutnya harus lebih mempersiapkan diri lagi dalam keterampilan 
maupun akademiknya. 
b. Mahasiswa harus lebih teliti dan baik dalam melaksanakan pekerjaan 
yang diberikan oleh pembimbing, agar tidak adanya pengulangan 
dalam pekerjaan yang akan membuat waktu pengerjaan menjadi 





c. Mahasiswa harus dapat menjalin komunikasi yang baik di lingkungan 
kerjanya agar tercipta lingkungan kerja yang baik dan harmonis. 
2. Bagi Universitas Negeri Jakarta 
a. Meningkatkan kerjasama yang baik antara pihak kampus dan pihak – 
pihak perusahaan ataupun instasi- instansi agar pelaksanaan PKL 
berjalan dengan baik. 
b. Universitas Negeri Jakarta dapat memberikan pengetahuan yang lebih 
dalam mengoprasikan perangkat lunak sebelum melepaskan 
mahasiswa untuk melaksanakan PKL 
c. Universitas Negeri Jakarta dapat memberikan referensi mengenai 
tempat praktik kerja lapangan kepada mahasiswa, agar mahasiswa 
mendapat gambaran tempat PKL yang sesuai dengan keinginannya. 
3. Bagi Pengadilan Pajak 
a. Pengadilan Pajak harus lebih mempersiapkan ruangan untuk 
pengarsipan agar berkas – berkas setelah sidang tidak menumpuk 
dimana saja. 
b. Pengadilan Pajak dapat meningkatkan cara berkomunikasi yang baik 
tidak hanya kepada orang baru tetapi juga kepada sesama rekan kerja, 
sehingga dapat menciptakan suasana lingkungan kerja yang nyaman 
dan agar mahasiswa yang sedang melaksanakan Praktik Kerja 





c. Pada bagian Sekretaris Pengganti sebaiknya ditambahkan lagi staf, 
agar pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu dan tidak saling 
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Lampiran 11 – software Quick Win (master) 
 






Lampiran 13 – kartu konsultasi 
 
